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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Nomor P.31/Menhut-11/2012
TENTANG
LEMBAGA KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P. 53/Menhut-11/2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.1/Menhut-11/2007, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Lembaga
Konservasi;

. bahwa dengan adanya kebutuhan untuk
mengakomodasikan perkembangan faktual guna
penguatan regulasi lembaga konservasi, maka
Peraturan  Menteri  Kehutanan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Lembaga Konservasi;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Konvensi PBB Mengenai
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3556);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3914);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3803);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5217);

11.Keputusan Presiden 43 Tahun 1978 tentang
Pengesahan Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and
Flora;

12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia
Bersatu Il sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

13.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-
[1/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai
Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di
Indonesia;

14 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-
[1/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan
dan Satwa Liar;

15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-
[1/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
[1/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan
Satwa Liar;
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17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
[1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

LEMBAGA KONSERVASI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau
satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi
kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.

Konservasi ex-situ adalah konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang
dilakukan di luar habitat alaminya.

Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ),
baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Lembaga konservasi untuk kepentingan umum adalah lembaga yang
bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar
habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun
lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya
mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum.

Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang
bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar
habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun
lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya
difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa.

Izin lembaga konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri
Kehutanan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat
sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga
konservasi.

Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-
kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) hektar dan pengunjung tidak menggunakan
kendaraan bermotor (motor atau mobil).
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Taman satwa adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya
2 (dua) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2
(dua) hektar.

Taman satwa khusus adalah tempat pemeliharaan jenis satwa
tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-
kurangnya 2 (dua) hektar.

Taman safari adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya
3 (tiga) kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) hektar, yang bisa dikunjungi dengan
menggunakan kendaraan roda empat (mobil) pribadi dan/atau
kendaraan roda empat (mobil) yang disediakan pengelola yang aman
dari jangkauan satwa.

Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan
tertentu, untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian
dan pengembangan bioteknologi, rekreasi dan budidaya.

Pusat rehabilitasi satwa adalah tempat untuk melakukan proses
rehabilitasi, adaptasi satwa dan pelepasliaran ke habitat alaminya.

Pusat penyelamatan satwa adalah tempat untuk melakukan kegiatan
pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari
masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya
penetapan penyaluran satwa (animal disposal) lebih lanjut oleh
Pemerintah.

Pusat latihan satwa khusus adalah tempat melatih satwa khusus
spesies gajah agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan
antara lain untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan
gajah, patroli pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi
lembaga konservasi lainnya dan/atau membantu kegiatan
kemanusiaan dan pendidikan.

Museum zoologi adalah tempat koleksi berbagai spesimen satwa
dalam keadaan mati, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Herbarium adalah tempat koleksi berbagai spesimen tumbuhan dalam
keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Taman tumbuhan khusus adalah tempat pemeliharaan jenis
tumbuhan liar tertentu atau kelas taksa tumbuhan liar tertentu,
untuk kepentingan sebagai sumber cadangan genetik, pendidikan,
budidaya, penelitian dan pengembangan bioteknologi.

Tumbuhan dan satwa liar asli Indonesia adalah semua jenis
tumbuhan dan satwa liar yang secara historis hidup dan
penyebarannya berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
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